PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Menimbang

Mengingat

NOMOR 11 TAHUN 2008

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM TANJUNGUBAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 24 Ayat (1)
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000,
tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun
1997 tentang Pajak Daerah dan Distribusi Daerah perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan
Kesehatan Rumah Sakit Umum Tanjunguban;

1.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3259);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3495);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah  dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4237);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4139);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 4741);
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

dan

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM
TANJUNGUBAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

2. Kepala Daerah adalah Gubernur Kepulauan Riau.

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD
adalah DPRD Provinsi Kepulauan Riau.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah
unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan
daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas
Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah.

6. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah dalam

melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi

dan tugas pembantuan.

Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Tanjunguban.

Jasa adalah Kegiatan Pemerintah Daerah Berupa Usaha dan Pelayanan

yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya dapat

dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan
daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang
khusus disediakan dan/atau diberikan pemerintah daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau badan.

10. Golongan Retribusi adalah pengelompokan retribusi yang meliputi
retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan
tertentu.

11. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan
kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi.

12. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan
data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang
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26.

terhutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi
serta pengawasan penyetorannya.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD
adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya retribusi yang
terhutang.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan yang selanjutnya disingkat
SKRD Tambahan adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan
atas jumlah retribusi yang ditetapkan.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Jabatan yang selanjutnya disingkat
SKRD Jabatan adalah surat ketetapan retribusi daerah yang ditetapkan
karena jabatan sebagai akibat tidak menyampaikan permohonan.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya
disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah
kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar
daripada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD
adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi
administrasi berupa bunga dan/atau denda.

Pemeriksaan adalah  serangkaian kegiatan untuk  mencari,
mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam
rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi
berdasarkan peraturan perundang-undang retribusi daerah.

Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian
tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang
selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti
yang dengan itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi
daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

Tarif adalah penetapan biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan
medik dan non medik yang dibebankan kepada seseorang atau badan
hukum sebagai imbalan jasa pelayanan yang diterimanya.

Pola tarif adalah pedoman dasar dalam pengaturan dan perhitungan
besaran tarif rumah sakit.

Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan
yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis,
pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.

Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk
observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan
kesehatan lainnya tanpa tinggal di rawat inap.

Pelayanan Rawat Jalan Khusus adalah pelayanan rawat jalan yang
dilaksanakan di Poliklinik khusus, waktu yang khusus, ditangani oleh
Dokter atau Spesialis yang khusus, yang bisa dipilih pasien sepanjang
Dokter tersebut sedang bertugas.

Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk
observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan
kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang rawat inap.
Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan
yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah atau mengurangi
resiko kematian dan kecacatan.
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Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang
menggunakan pembiusan umum atau pembiusan lokal dan tindakan
pengobatan menggunakan alat dan tindakan lainnya.

Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan medik tanpa
pembedahan.

Pelayanan Penunjang Diagnostik adalah pelayanan penunjang untuk
menegakkan diagnosis dan terapi antara lain berupa pelayanan
laboratorium  Kklinik, laboratorium patologi anatomi, laboratorium
mikrobiologi, elektromedik diagnostik, dan tindakan/pemeriksaan
diagnostik lainnya.

Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan di
rumah sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan medik.
Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan oleh unit
rehabilitasi medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi
okupasional, terapi wicara, ortostatik/prostetik, bimbingan sosial medik
dan jasa psikologi serta rehabilitasi lainnya.

Pelayanan Mediko Legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan
dengan kepentingan hukum.

Pelayanan Pemulasaran/Perawatan Jenazah adalah kegiatan yang
meliputi perawatan jenazah, konservasi, bedah mAyat, yang dilakukan
untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman, dan untuk
kepentingan proses hukum.

Jasa Rumah Sakit adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas
pemakaian sarana, fasilitas, alat kesehatan, bahan habis pakai, bahan
non-medis habis pakai lainnya yang digunakan langsung dalam
observasi, administrasi, dan keuangan.

Jasa Medik adalah imbalan jasa yang diberikan oleh Dokter Spesialis,
Dokter Asisten Ahli, Dokter Umum, Dokter Gigi, Psikolog, dan tenaga
medis lainnya kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis,
pengobatan, konsultasi, visite, perawatan, rehabilitasi medik, dan atau
pelayanan lainnya.

Bahan medis habis pakai adalah bahan kimia, reagensia, bahan
laboratorium, bahan radiologi, dan bahan habis pakai lainnya, yang
digunakan dalam rangka observasi, diagnostik, tindakan, rehabilitasi,
dan pelayanan kesehatan lainnya.

Jasa Pelayanan adalah imbalan jasa yang diberikan kepada pasien oleh
kelompok paramedik dan non medik atas pelayanan yang diberikan
kepada pasien berupa asuhan keperawatan, observasi, administrasi,
dan keuangan.

Jasa Pelayanan Anestesi adalah imbalan jasa yang diberikan oleh
Anestesi atau tenaga Anestesi lainnya kepada pasien dalam rangka
pemberian pembiusan.

Pengelolaan farmasi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi;
perencanaan, pengadaan, pendistribusian, penyimpanan dan
pemusnahan.

Obat-obatan adalah barang farmasi berupa sediaan yang dapat
disuntikkan, dioleskan, dihisap, diminumkan yang dikonsumsi secara
langsung oleh pasien dalam proses pengobatannya.

Akomodasi adalah fasilitas rawat inap di Rumah Sakit Umum Provinsi
Kepulauan Riau termasuk makanan pasien.
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